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PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Tjg

s bl ) sl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:
Yudi La Dia bin La Bake, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa
Wirang RT.02 No.48 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong,
sebagai Pemohon I;

Noratikah binti Hamli, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Wirang RT.02
No0.48 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon Il disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

— Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

— Telah mendengar keterangan para Pemohon;

— Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 03 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor
60/Pdt.P/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 02 Januari 2014 di Kota Balikpapan, dengan wali nikah Adik
Kandung Pemohon Il yang bernama Suardi, dikarenakan Ayah Kandung

Pemohon Il sudah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Penghulu
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bernama H. Maskuni, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000
(sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama
Andi dan Arul dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat
itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan
undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus Duda tidak tercatat dari
pernikahan di bawah tangan dan Pemohon Il berstatus Janda tidak tercatat
dari pernikahan di bawah tangan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il belum
dikaruniai anak;

5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang
mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

6. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan sedarah,
sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk
melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cg. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Yudi La Dia bin La Bake)
dengan Pemohon Il (Noratikah binti Hamli) yang dilaksanakan pada tanggal
02 Januari 2014 di Kota Balikpapan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya
kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong;
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4. Membebankan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya
permohonan lItsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Mei 2023 untuk masa
pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama
masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa:

— Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Nomor:
82/Kua.17.09.09/PW.01/03/2023, tanggal 28 Maret 2023. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

— Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dari Kantor Kepala Desa Wirang
Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Nomor:
B-151/WRG/S.KU/472.21/IV/2023, tanggal 10 April 2023. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan
mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 03 Mei
2023 telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumumam
Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon
I dan Pemohon Il kepada Pengadilan Agama Tanjung, namun telah ternyata
sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang
mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat
nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan
mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata,
berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus
dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung
sengketa yang sifatnya hanya perkara voluntair maka mediasi tidak perlu
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2 telah
bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti
berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;
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Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yang merupakan
surat biasa yang diajukan oleh Para Pemohon, maka secara materil Majelis
Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti
P.1 telah ternyata pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat pada
Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh
karenanya Pemohon | dan Pemohon Il berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah
pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 disebutkan bahwa Pemohon
| dan Pemohon Il telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan
Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti
permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon | dan
Pemohon Il, dan membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mencari bukti tambahan;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti
lainnya dan menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya
untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat
di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa telah
terjadi pernikahan antara Pemohon | (Yudi La Dia bin La Bake) dengan
Pemohon Il (Noratikah binti Hamli) yang dilangsungkan pada tanggal 02
Januari 2014 di Kota Balikpapan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
Islam Kecamatan Haruai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimmbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus
dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat syara’ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;

2. Calon istri;

3. Wali nikah;
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4. Dua orang saksi; dan

5. ljab Kabul.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal
6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia
21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).

3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita
sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam
hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).

5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).

6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai
lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang
mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).

7. tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang
janda.(Pasal 11)

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Pemohon di persidangan
tersebut diatas tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahan Para Pemohon
mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan serta status kawin baik
Pemohon | sebagai duda tidak tercatat begitupun Pemohon Il sebagai janda
tidak tercatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il tidak dapat membuktikan dalil-dalii permohonannya, oleh
karenanya petitum nomor (2) yang menyatakan permohonan menyatakan sah
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 02 Dzulgaidah 1444 Hijriyah oleh Adi Martha Putera, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.l. dan Rizka Arsita Amalia,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh oleh Fithria Utami, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

3.
Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I. Adi Martha Putera, S.H.I.
Hakim Anggota I,

Rizka Arsita Amalia, S.H.
Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
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- Panggilan 'Rp 440.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 585.000,00
(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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